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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-

Nya sehingga buku “Smart Governance dalam Transformasi Pelayanan 

Publik” dapat disusun dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya untuk 

memberikan pemahaman mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan 

yang cerdas, adaptif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan 

masyarakat di tengah perkembangan teknologi dan tuntutan perubahan 

pelayanan publik. 

Transformasi pelayanan publik menjadi bagian penting dalam 

mewujudkan pemerintahan yang efektif dan responsif. Pemanfaatan 

teknologi digital, keterbukaan informasi, integrasi layanan, serta penguatan 

partisipasi masyarakat menjadi aspek yang semakin diperlukan untuk 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Smart governance 

tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup 

perubahan pola pikir, tata kelola, dan budaya kerja dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Buku ini membahas berbagai konsep dan pendekatan smart governance 

serta penerapannya dalam transformasi pelayanan publik. Pembahasan 

mencakup pemanfaatan teknologi, inovasi pelayanan, keterbukaan dan 

transparansi, partisipasi masyarakat, kolaborasi antaraktor, serta 

penguatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam menghadapi 

perkembangan era digital. 

Kehadiran smart governance diharapkan mampu mendorong 

terciptanya pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel. Penerapan tata kelola yang cerdas juga dapat 

menjadi sarana untuk membangun hubungan yang lebih baik antara 

pemerintah dan masyarakat melalui pelayanan yang berorientasi pada 

kebutuhan serta kepentingan publik. 

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat sebagai sumber 

pengetahuan dan referensi bagi mahasiswa, akademisi, aparatur 

pemerintah, praktisi, pengambil kebijakan, serta masyarakat yang memiliki 

perhatian terhadap tata kelola pemerintahan dan transformasi pelayanan 
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publik. Buku ini diharapkan dapat memperkaya wawasan mengenai 

pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam membangun 

pemerintahan yang modern, responsif, dan berorientasi pada pelayanan 

masyarakat. 

 

Makassar, Mei 2026 

Tim Penulis 
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BAB I 
 

 

GOVERNANCE DAN  

SMART GOVERNANCE DALAM 

TRANSFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK 

 
Perkembangan demokratisasi yang terjadi di berbagai negara setelah 

berakhirnya Perang Dunia II telah membawa perubahan mendasar 

terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan tersebut 

ditandai dengan semakin menguatnya prinsip-prinsip demokrasi yang 

menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses 

penyelenggaraan negara. Bersamaan dengan perkembangan tersebut, 

muncul tuntutan agar peran negara yang sebelumnya sangat dominan 

dalam mengatur kehidupan masyarakat mengalami penyesuaian menuju 

model pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan kolaboratif. 

Dalam konteks ini, administrasi publik tidak lagi dipandang semata-mata 

sebagai instrumen negara, tetapi berkembang menjadi instrumen publik 

yang berorientasi pada pemenuhan kepentingan masyarakat secara luas. 

Perubahan paradigma tersebut melahirkan konsep governance, yaitu 

suatu pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan 

pemerintah sebagai salah satu aktor dalam tata kelola publik bersama 

sektor swasta, masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, dan berbagai 

kelompok kepentingan lainnya. Pergeseran dari konsep government 

menuju governance menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam 

hubungan antara negara dan masyarakat. Apabila paradigma administrasi 

publik klasik memandang pemerintah sebagai aktor utama yang memiliki 



 

 

BAB II 
 

 

MODERNISASI ADMINISTRASI  

PUBLIK DAN TANTANGAN GOOD 

GOVERNANCE DI ERA GLOBALISASI 

 
A. REPOSISI ADMINISTRASI PUBLIK 

Modernisasi Administrasi Publik (AP) adalah merupakan faktor 

terpenting yang memungkinkan demokratisasi dan modernisasi negara 

berlangsung secara efektif dan efesien di abad 21 ini, abad yang sering 

dikatakan sebagai American Century (Frederickson, 1999: 1). Globalisasi 

yang melanda seluruh bangsa tanpa kecuali disertai dengan revolusi 

informasi yang besar telah menempatkan bangsa di dunia hidup dalam 

sebuah ruang tanpa batas (borderless). Ditengah situasi demikian 

manajemen negara tak dapat lagi mengandalkan cara-cara konvensional. 

Demikian pula peran administrasi publik dalam keadaan demikian, tak 

dapat lagi mementaskan pertentangan kepentingan negara versus rakyat, 

atau pergulatan kepentingan dalam drama politik. Administrasi publik 

diharuskan melakukan reposisi atau deformasi kedalam sebuah tatanan 

kekinian. Menurut (Frederickson, 1999: 2-3) ada beberapa alasan mendasar 

mengapa administrasi publik harus melakukan proses ini: 

Pertama, diantara fenomena penting globalisasi ini administrasi publik 

kontemporer dihadapkan peda melemahnya batas-batas yurisdiksi dalam 

berbagai bentuk. Bangsa, negara, provinsi, kota atau bahkan desa telah 

kehilangan batas-batas fisikalnya. Melemahnya batas yurisdiksi tersebut 

bahkan telah mengarah menyatunya berbagai kawasan, tanpa pembatas. 



 

 

BAB III 
 

 

DESAIN KAJIAN  

IMPLEMENTASI SMART GOVERNANCE 

 
A. PENDEKATAN KAJIAN IMPLEMENTASI SMART GOVERNANCE 

DALAM PELAYANAN PUBLIK 

Pembahasan mengenai implementasi smart governance dalam 

penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Makassar 

disajikan melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena 

mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai 

fenomena administrasi publik dengan menekankan pada interpretasi 

terhadap proses, konteks, serta dinamika yang melatarbelakangi 

implementasi kebijakan. Melalui pendekatan tersebut, implementasi 

Program Rindu Capil dipahami sebagai bagian dari transformasi tata kelola 

pemerintahan berbasis teknologi informasi yang berkembang dalam 

kerangka smart city. 

Pendekatan kualitatif memberikan ruang untuk menguraikan fenomena 

secara mendalam, sistematis, dan kontekstual sehingga mampu 

menjelaskan hubungan antara regulasi, kebijakan, pemanfaatan teknologi 

informasi, visi organisasi, serta kolaborasi antarpemangku kepentingan 

dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian, 

pembahasan tidak hanya berorientasi pada aspek prosedural, tetapi juga 

memberikan penjelasan mengenai berbagai faktor yang memengaruhi 

keberhasilan implementasi smart governance sebagai bagian dari inovasi 

tata kelola pemerintahan modern. 



 

 

BAB IV 
 

 

KONTEKS IMPLEMENTASI  

SMART GOVERNANCE PADA  

DISDUKCAPIL KOTA MAKASSAR 

 
A. KARAKTERISTIK WILAYAH DAN PERKEMBANGAN KOTA 

MAKASSAR 

1. Kondisi Kota Makassar 

Kota Makassar merupakan salah satu daerah pemerintahan kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di 

Sulawesi, sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 beserta Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1822. Regulasi tersebut menjadi landasan yuridis 

bagi pembentukan Kota Makassar sebagai daerah otonom yang memiliki 

kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

daerah. 

Dalam perjalanan sejarah administrasinya, Kota Makassar mengalami 

perubahan nomenklatur menjadi Kotamadya Ujung Pandang pada tanggal 

31 Agustus 1971. Bersamaan dengan perubahan tersebut dilakukan 

perluasan wilayah administratif dari sekitar 21 km² menjadi 175,77 km² 

melalui penggabungan sebagian wilayah yang sebelumnya berada dalam 

administrasi Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, serta Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan. Kebijakan tersebut didasarkan pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah 



 

 

BAB V  
 

 

IMPLEMENTASI SMART GOVERNANCE PADA 

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

 
Pembahasan mengenai implementasi smart governance pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar difokuskan pada lima 

dimensi utama, yaitu legislasi, kebijakan, visi, pemanfaatan teknologi, dan 

kolaborasi. Kelima dimensi tersebut merupakan komponen penting dalam 

penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada 

efektivitas pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi, serta 

penguatan sinergi antarpemangku kepentingan dalam mewujudkan 

pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas. 

Analisis terhadap kelima dimensi tersebut bertujuan untuk memberikan 

gambaran yang komprehensif mengenai implementasi smart governance 

dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Makassar. 

Pembahasan disusun berdasarkan berbagai informasi empiris yang 

diperoleh melalui pengamatan lapangan, telaah dokumen, serta pandangan 

para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan 

pelayanan administrasi kependudukan. Pendekatan tersebut memberikan 

pemahaman yang lebih utuh mengenai kondisi aktual pelayanan sekaligus 

berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih representatif, pembahasan 

difokuskan pada dua wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Rappocini dan 

Kecamatan Manggala. Masing-masing kecamatan diwakili oleh dua 

kelurahan sebagai unit analisis. Kecamatan Rappocini mencakup Kelurahan 

Mapala dan Kelurahan Tidung, sedangkan Kecamatan Manggala meliputi 
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SINOPSIS 
 

Buku ini mengangkat pembahasan mengenai strategi implementasi 
smart governance di Kota Makassar dengan studi kasus pada Program 
Rindu Capil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kehadiran buku ini 
diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya tata 
kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, transparan, dan responsif dalam 
mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di era digital. Melalui 
pembahasan yang disusun secara sistematis, buku ini menjelaskan 
bagaimana penerapan smart governance menjadi bagian penting dalam 
upaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan mudah 
diakses oleh masyarakat. 

Pembahasan dalam buku ini diawali dengan uraian mengenai konsep 
smart governance serta relevansinya dalam perkembangan administrasi 
publik dan smart city. Selanjutnya, buku ini mengulas Program Rindu Capil 
sebagai salah satu inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang 
memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat dalam 
memperoleh layanan. Analisis kemudian difokuskan pada lima indikator 
utama, yaitu legislasi, kebijakan, penggunaan teknologi, visi, dan kolaboratif, 
yang digunakan untuk menilai strategi implementasi smart governance 
dalam program tersebut. Melalui pendekatan ini, pembaca diajak 
memahami bagaimana kebijakan dan inovasi pelayanan publik dijalankan 
dalam praktik pemerintahah daerah. 

Selain memaparkan konsep dan implementasi, buku ini juga menyoroti 
berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan smart governance, 
seperti masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, 
belum optimalnya pemanfaatan teknologi, serta terbatasnya partisipasi dan 
kolaborasi publik. Di sisi lain, buku ini menunjukkan bahwa Program Rindu 
Capil tetap menjadi langkah strategis dalam mendukung terwujudnya visi 
pelayanan publik yang lebih baik di Kota Makassar. Dengan demikian, buku 
ini tidak hanya menyajikan hasil kajian akademik, tetapi juga memberikan 
wawasan praktis bagi pembaca yang ingin memahami transformasi 
pelayanan publik menuju tata kelola pemerintahan yang cerdas dan 
berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 
 




	DEPAN
	SMART GOVERNANCE DALAM TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK
	BELAKANG

